
Menimbang

WALI KOTA S工BOLGA

pROvlNsl suMATERA廿皿RA

pERATURAN wAL工Ko皿slBOLGA

NOMOR o3　皿HUN 2o23

TE NTANG

pE↓ABAT PELAKSANA TEKN工s KEGIA皿N

DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH Ko船s工BOLGA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

wAL工Ko恥slBOLGA,

: a. bahwa untuk mendukung penyederhanaan Jabatan

Adminis廿asi ke dalam Jabatan Fungsion瓢dan untuk

mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif dan

e紀sien, dan menu均ang kelancaran pelaksanaan

program/kegiatan se轟a te虹ib administrasi pengelolaan

keuangan dan barang daerah, maka perlu mengatur

mengenai Pejabat Pelaksrma Teknis Kegiatan;

b. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal　34　ayat (2)

Peraturan Mente正Pendayagunaan Aparatur Negara dan

Refbmasi Biro血asi Nomor 17　Tahun　2021 tent狐g

Penyederhanaan Jaba屯n Adminis廿asi ke dal劃

Jabatan Fungsional, Peme轟ntah Kota Sibolga telah

mengangkat dan melan也k p匂abat pengawas ke d瓢am

jabatan　血ngsional yang di血nda曲a可u也　dengan

penugasan untuk melaksanakan tugas dan fungsinya
sebagai pej abat fungsional;

c. bahwa sesuai dengan Peraturan Mente正Dalam Nege正

Nomor　77　Tahun　2020　ten屯ng Pedoman Teknis

Pengelolaan Keuangan Daerah, menyebutkan bahwa

dalam hal tidak terdapat Pegawai Aparatur Sipil Negara

yang mendudu虹　jabatan struktural, Pengguna

An ggaran / Ku asa Pe nggu na Anggaran dapat

menetapkan p匂abat　請ngsion血　selaku P匂abat

Pelaksana Teknis Kegiatan yang血ite正anya dite血pkan

oleh kep瓢a daerah;

d. bahwa berdasarkan pe巾imbangan sebagaimana

dimaksud pada huruf a, huruf b d紬humf c, perlu

menetapkan Peraturan W血i Kota tent盆ng P匂abat

Pelaksana Teknis Kegiat紬di轟ngkungan Peme正ntah

Daerah Kota Sibolga;

Mel事初動9at用



Men8in8at 1. Undang-Undang Nomor 8　D巾　Tahun 1956　tentang

Pembentukan Daerah Otonom Kota-Kota Besar dalam

Lingkungan Daerah　打opinsi Sumatera Utara

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956
Nomor　59, Tambahan Lembaran Negara Republik

工ndonesia Nomor 1092);

2. Undang-Undang Nomor　28　Tahun 1999　tentang

Penyelenggaraan Neg鉦a yang Bersih dan Bebas dari

Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Neg紬a

Republik工ndonesia Tahun 1999 Nomor 75,Tambahan

Lemb紬an Neg紬a Republik工ndonesia Nomor 385 1) ;

3. Undang-Undang Nomor 17　Tahun　2003　tentang

Keuangan Neg紬a (Lemb紬an Negara Republik重ndonesia

Tahun 2003　Nomor 47, Tanbahan Lembaran Negara

Republik工ndonesia Nomor 4286〉;

4. Undang-Undang Nomor　23　Tahun　2014　tenぬng

Pemehntahan Daerah (Lembaran Negara Republik

工ndonesia Tahun　2014　Nomor　244, T劃bahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor　5587)

sebagaimana telah diubah beberapa k瓢i terakhir

dengan Undang-Undang Nomor 1 1 Tahun 2020 tentang

Cipta Kelja (Lembaran Negara RepubHk Indonesia

Tahun 2020 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 6573) ;

5. Undang-Undang Nomor　30　Tahun　2014　tentang

Administrasi Pemehntahan (Lembaran Negara Republik

lndonesia Tahun 20 1 4 Nomor 292,Tambahan Lembaran

Negara Republik量ndonesia Nomor 560 1) ;

6. Undang-Undang Nomor　1 Tahun　2022　tentang

Hubungan Keuangan an屯ra Peme正ntah Pusat dan

Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik

工ndonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran

Negara Republik重ndonesia Nomor 6757) ;

7. Peraturan Peme正ntah Nomor 18 Tahun 2016 tentang

Perangkat Daerah　(Lembaran Negara Republik

lndonesia Tahun 20 16 Nomor 1 14,Tambahan Lembaran

Neg紬a Republik工ndonesia Nomor 5887) sebagaimana

telah diubah dengan Peraturan Peme正n屯h Nomor 72

Tahun　2019　tentang Perubahan Atas Peratur紬

Peme正ntah No皿or 18 Tahun 2016 tentang Perangkat

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2019 Nomor 187,Tambahan Lembaran Negara Republik

lndonesia Nomor 6402);

8. Peratur紬Pe皿e正ntah Nomor 12 Tahun 2019 tentang

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, T劃bahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

9.Pe舶turarL...



9. Peraturan Mente正Dalam Nege正Nomor 90 Tahun 2019

tentang　曲as鮪kasi, Kode鱒kasi, dan Nomenklatur

Perencanaan Pemb紬gunan dan Keuangan Daerah

(Be正也Neg紬a Republik工ndonesia Tahun 2019 Nomor

1447);

10. Peraturan Mente正Dala皿Nege正Nomor 77 Tahun 2020

tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah

(Be五日Negara Republik工ndonesia Tahun 2020 Nomor

1781);

1 1. Peraturan Mente正Pendayagunaan Aparatur Neg紬a dan

Reめmasi Birokrasi Nomor 17　Tahun　2021 tentang

Penyet紬aan Jabatan Adminis廿asi ke Dalam Jabatan

Fungsional (Berita Neg紬a Republik Indonesia Tahun

2021 Nomor 525);

1 2. Peraturan Menteh Pendayagunaan Aparatur Negara dan

Reめ血asi Biro虹asi Nomor　25　Tahun　2021 tentang

Penyederhanaan S廿uktur Organisasi pada　工nst紬si

Peme正ntah untuk Penyederhanaan Birokrasi (Beri屯

Negara Republik重ndonesia Tahun 202 1 Nomor 546);

1 3. Peraturan Menteh Pendayagunaan Aparatur Negara dan

Reめmasi Birokrasi Nomor　07　Tahun　2022　tentang

Sistem Ke重ja pada lnstansi Peme正ntah untuk

Penyederhanaan Biro虹asi;

14. Peraturan Daerah KoぬSibolga Nomor 01 Tahun 2017

tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah

Kota Sibolga (1embaran daerah Kota Sibolga Tahun

2017　Nomor 13, tambahan lembaran daerah Kota

Sibolga Nomor 12〉;

15. Peratur狐Daerah Kota Sibolga Nomor 5 Tahun 2022

tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran

Daerah Kota Sibolga Tahun 2022 Nomor 52);

Men etapkan

MEMUTUSKAN :

pERATURAN WALI Ko皿　TEN皿NG pE↓ABAT

pELAKSANA TEKN工s KEG重A皿N DI LINGKUNGAN

pEMERIN皿H DAERAH KOTA s量BOLGA.

BAB工

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan W血i Ko屯血i, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Sibolga.

2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur

penyelenggara peme正ntah daerah yang mem工mp宣n

pelaks孤a umsan peme轟ntahan yang me両adi

kewenang狐daerah otono皿.

3. Safua7t...



3. Satuan Ke重ja Perangkat Daerahyang sela垂utnya disingkat

SKPDad粗ah unsur perangkat daerah pada Pemehntah

Daerah yang melaksanakan uⅢsan Peme正n屯han

Daerah.

4. Unit SKPD adalah bagian SKPD yang melaksanakan 1

(satu) a屯u beberapa打ogram･

5. Pengguna血ggaran yang selanjutnya disingkat PA adalah

p匂abat pemegang kewenangan pen認叫naan anggaran

untuk melaksanakan tugas clan　請ngsi SKPD yang

dipimpinnya.

6. Kuasa Pengguna An盤紬anyang sela車u血ya disingkat

KPAadalah p匂abat yang dibeh kuasa untuk

melaksanakan sebagian kewenangan PA dalam

melaksanakan sebagian tugas dan血ngsi SKPD･

7. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatanyang selanjutnya

disingkat PPTKad瓢ah p匂abat pada Unit SKPD yang

melaksanakan 1 (satu) a屯u beberapa kegiatan dad suatu

program sesuai dengan bidang tugasnya･
8. Kegiatan ad瓢ah bagi狐da正打ogra皿yang dilaksanakan

oleh 1 (satu) atau beberapa SKPD sebagai bagian dari

pencap糾an sas紬an健rukur pada suatu打ogram dan

terdi正　da正　sekumpulan tindakan pengerah紬　sumber

daya balk yang berupa personil atau sumber daya

manusia, barang modal termasuk peralatan dan teknologi,

dana, atau kombinasi dan beberapa a屯u semua ｣ems

sumber daya tersebut, sebagai masukan untuk

menghasilkan keluaran d瓢狐bentuk barang/jasa･

9. Jabatan Adminis廿asi ad瓢ah sekelompok jabatan yang

be正si　請ngsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan

publik se巾a adminis廿asi pemehntahan dan

pembangunan ･
10. P匂abat Adm血istrasi adalah Pegawai Ap紬atur Sipil

Negara y紬g mendudu瞳Jabatan Adminis仕asi pada

lnstansi Pemehntah.

11. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jaba屯n yang

berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan

血ngsion瓢　yang berdas紬kan pada keahlian dan

keterampilan te轟entu ･

12. Penyederhanaan Biro虹asi adalah bagian da正　proses

penataan biro血asi untuk mew可udkan sistem

penyelenggaraan pemehntahan menjadi lebih efektif dan
e組sien melalui penyederhanaan stm比ur organisasi,

penyet紬aan jabatan dan penyesuaian sistem ke竜a･

13. K○○rdinator adalah p匂abat血ngsional Ahli Madya yang

dibehkan tugas dan請ngsi k○○rdinasi se正a pengelolaan

kegiatan sesuai bidang tugasnya dalam suatu satuan

ke重ja sebagaimana diatur d粗am peraturan pemndang-

undangan mengenai organisasi dan粗略ke寄a instansi･

14. Sub K○○rdinator ad血ah p匂abat血ngsion血Ahli Muda

yang dibe正kan tugas clan　血ngsi k○○rdinasi serta

pengelolaan kegiatan sesuai bidang tugasnya dalam suatu
satuan ke轟a sebagaimana diatur dal劃　peraturan

perundang-undangan mengenai organisasi dan屯屯ke車a

instansi.

BAB H..



BAB重工

RUANG HNGKUP

Pasal 2

Ruang轟ngkup Peraturan W血i Kota ini,皿eliputi:

a. k正te正a penyetaraan jabatan;

b. kedudukan dan tugas sub k○○rdinator; dan

c. PPTK.

BAB宣重量

KRITER工A pENⅤE皿RAAN UABATAN

Pasal 3

(1) Penyet紬aan Jabatan di lingkung紬Peme正ntah Daerah

Kota meⅢpakan jabatanpengawas yang dise屯rakan

dengan jabatan血ngsional je垂ang ahli muda･

(2) Penyetaraan Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat

( 1) , dilakukan dengan k五te正a:

a. pejabat yang diusulkan dalan Penyetaraan Jabatan

merupakan P匂abat Adminis廿asi yang pada saat

penyederhanaan s廿uktur organisasi duduk dalam

jabatan yang terda皿pak penyederhanaan s廿uktur

organ工sas重;

b･ tugas clan　血ngsi Jabatan Ad皿inis廿asi berkaitan

dengan pelayanan teknis請ngsion血;

c. tugas clan　血ngsi jabatan dapat dilaks紬akan oleh

P匂abat Fungsional;dan

d.jabatan yang berbasis keahlian atau keterampilan

tertentu.

BABIV

KEDUDUKAN DAN TUGAS

Pas孤4

( 1) P匂abat請ngsional dan pelaksana berkedudukan di bawah

dan bertanggung ]awab secara langsung kepada Pejabat

Pimpinan Tinggi Madya, Pejabat Pimpinan Tinggi Pratana,
P匂abat Adminis廿ator a屯u P匂abat Pengawas･

(2) Dalamhal P匂abat Fungsion血diangkat untuk memimpin

suatu unit ke車a mandih berdasarkan ketentuan

peraturan perundang-undangan, P匂abat Fungsional

tersebut dapat membawahi P匂abat Fungsional danp

elaksan a.

(3) Penentuan kedudukan danぬn幾世n由awab sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disesuaikan dengan

s廿uktur organisasi pada masing-masing　工nstansi

Peme正ntah.

/4/Dala肌...



(4) Dalam pelaksanaan tugas, P匂abat Fungsional dan

pelaksana dapat beke寄a secara individu dan/atau dalam

tim kelja dengan mengedepankan profesionalisme,

kompetensi) dan kolaborasi berdasarkan keahlian

dan / atau keterampilan.

(5) Penugasan secara individu dan/atau dalan tim kelja
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melibatkan

P匂abat Fungsional dan pelaksana yang berasal dan

dalam satu unit organisasi, lintas unit organisasi,

dan/atau'lintas Ins血nsi Peme正ntah.

(6) Dalam也m ke寄a yang anggota吋a berasal dad lintas Unit

Organisasi dan/atau lintas Instansi Peme正ntah, P匂abat

Fungsional atau pelaksana yang be吋eran sebagai ketua

心m diutamakan berasal da正　Unit Organisasi pemilik

kineヰa.

BABV

PP富K

Pasal5

(1)in/KPA dalam melaksanakan kegiatan/sub kegiatan
menetapkan p匂abat pada SKPD/Unit SKPD selaku PPTK.

(2) PPTK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) be巾ugas

membantu tugas dan wewenang PA/KPA.

(3) Dalam melaks紬ak紬tugas d紬wewen狐g. sebagaimana

dimaksud pada ayat (2)PFTK bertanggung jawab kepada

PA/ KPA.

(4) Pene屯pan PPTK sebagaimana dimaksud pada ayat

(1)berdasarkan pe巾imbangan kompetensi jabatan,

besaran anggaran kegiatan, beban ke轟a, lokasi, rentang

kendali dan/atau pertimbangan objektif lainnya dengan

kriteha tertentu.

Pasal 6

(1) Pegawai y紬g ditetapk紬sebagai P門K sebagaim紬年

dimaksud dalam Pas粗5 ayat (4) mempakan Pegawa重

Ap紬atur Sipil Neg紬a yang menduduki jabatan struktur瓦

sesu証dengan tugas dan虹ngs宣nya.

(2) Pegawai Aparatur Sipil Negara yang menduduki jabatan
stmktural sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

mempakan p匂abat satu tingkat di bawah kep瓢a SKPD

selaku PA dan/atau memiliki kemampuan manajehal dan

berintegh屯s.

(3) Dalam hal払melimpahkan kewen紬gannya kepada KPA,

PPTK mempakan Pegawai Ap紬atur Sipil Negara yang

menduduki jabatan struktural satu tingkat di bawah KPA

dan/atau memiliki kemampuan manajerial dan

be正n teg正tas.

(4) Dal劃hal心dak terdapat Pegawai Aparatur Sipil Negara

yang mendudu虹　jabatan s廿u虻ural,PA/Kin　dapat

mene屯pkan p匂abat　請ngsion瓢　selaku PPTK dengan

krite正a tertentu.

/5/Da妃m...



(5) Dalam hal P門K berhalangan sement紬a sesuai ketentuan

peraturan perundang-und紬gan, PA/K払mengambil瓢ih

mandat yang dilaksanakan oleh PP富K.

Pasal 7

Kriteria坤abat Fungsional yang me垂adi PPTK sebagaimana

dimaksud dal劃Pasal 6 ayat (4) meliputi:

a. memiliki kemampuan manajerial dan berintegritas; dan

b. tidak dalan menjalani hukuman disiplin.

Pasa工8

Tugas PPTK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2)

melipu血

a･ mengendalikan dan melaporkan perkembangan

pelaksanaan te血is kegiatan/sub kegia屯n SKPD/Unit

SKPD;

b･ menyiapkan dokumen dalam r紬gka pelaksanaan

an幾組an atas beban pengelu紬an pelaksanaan

kegiatan/ sub kegiatan; dan

c･ menyiapkan dokumen pengada紬　barang/jasa pada

kegiatan/sub kegiatan SKPD/Unit SKPD sesuai ketentuap

peraturan pemndang-undangan yang mengatur mengenai

pengada紬barang力asa.

Pasal 9

Tugas mengend瓢ik紬　d紬　melapork紬　perkembang紬

pelaks紬a紬　teknis kegiat紬/sub kegiat紬　sebagaim紬a

dimaksud dalam Pasal 8 huruf a, meliputi:

a･ menyusun jadwal pelaksanaan kegiatan/sub kegiatan;

b･ memonit〇五ng d紬eⅥ轟uasi pelaksanaan kegiatan/sub

kegiatan ; dan

c. melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan/sub

kegiatan kepada PA/ KPA.

Pas粗10

Tugas menyiapk紬　dokumen dal劃　rangka pelaksanaan

angg紬an atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiaぬn/sub

kegiat紬sebagaim紬a dimaksud dalam Pasal 8 humf b,

melipu宙

a･ menyiapk紬1apor紺地ne寄a pelaks紬aan kegiatan/sub

kegiatan ;

b･ menyiapkan dokumen administrasi pembayaran sesuai

dengan persyaratan yang ditetapkan dalam ketentuan

peraturan perundang-undangan ;dan
c･ meny宣mpan dan me調aga keutuhan seluruh dokumen

pelaksanaan kegiatan.

廓AB V工..



BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pas血11

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.

Agar setiap orang dapat menge屯huinya, memehntahkan

pengundangan Peraturan W瓢i Kota ini dengan

penempatannya d血劃Be正ta Daerah KoぬSibolga.

Dite屯pkan di Sibolga

Pada tanggal 30 Januari 2023

WAL賞KOTA SIBOLGA,

dto.

JAMALUDDIN POHAN

Diundangkan di Sibolga

pada tanggal 30 Januah 2023

sEKRE皿R重s DAERAH KOTA slBOLGA,

dto.

MHD. YUSUF BATUBARA

BER工TA DAERAH Ko皿s喜BOしGA船HUN 2023 NOMOR 470

NIP.19810705 200804 1 001


